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1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang teknologi
informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan
dan telah menjadi ujung tombak yang meletakkan dasar pengaturan di bidang
pemanfaatan teknologi, walaupun sekarang selama pelaksanaan dari UU ITE
mengalami beberapa masalah mengenai kepastian hukum tentang ketentuan
pidana setelah putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan data pribadi dan
penyidikan tindak pidana.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Pemerintah mendukung pengembangan ITE
melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan ITE
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sisi
perlindungan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi,
media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Perlindungan data
pribadi dalam melakukan kegiatan di dunia maya dapat berupa hak untuk

menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk



dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak
untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Teknologi informasi sudah merupakan bagian dari kebutuhan manusia,
dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi masyarakat yang pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan peradaban manusia.
Namun di sisi lain, teknologi informasi bisa saja disalahgunakan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab melawan hukum sehingga memunculkan
cyber law atau kejahatan- kejahatan baru berbasis elektronik. Undang-Undang ITE
diharapkan mampu menjawab atas kemunculan kejahatankejahatan baru berbasis
elektronik tersebut, namun disisi lain ternyata undang-undang ini membuka jurang
pemisah antar masyarakat dengan pemrerintah sehingga menimbulkan pro dan
kontra di masyarakat. Pihak yang kontra, menilai Undang-Undang ITE
bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap telah
membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat
kreativitas dalam berinternet. Menurut mereka, bahwa negara telah menjamin
kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat.?

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang diberikan

negara kepada individu atau kelompok agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak
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lain. Dalam konteks tindak pidana ITE, khususnya penyebaran konten pornografi
digital, perlindungan hukum bukan hanya berbicara tentang penghukuman pelaku,
tetapi juga menyangkut hak-hak korban atas pemulihan, pendampingan hukum,
hingga perlindungan privasi. Menurut sistem hukum Indonesia, perlindungan
hukum termuat dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, UU ITE, serta UU
No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, efektivitas
pelaksanaannya sangat tergantung pada kapasitas institusi hukum dan kepekaan
aparat penegak hukum terhadap kejahatan digital (Nasution & Prasetya, 2020).
Konsep pornografi dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Definisi dalam UU ini mencakup segala bentuk
media visual atau suara yang mengandung muatan seksual eksplisit. Namun,
dalam era digital, pengertian tersebut menjadi semakin luas, mencakup foto, video,
dan pesan yang dikirim atau disebarluaskan melalui media sosial dan platform
online lainnya. Penyebaran konten pornografi digital, terutama tanpa izin,
termasuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat
merusak martabat seseorang. Oleh karena itu, perlunya pemahaman teoritis yang
kuat terhadap definisi dan cakupan pornografi digital agar hukum mampu
memberikan perlindungan maksimal kepada korban (Wulandari & Ramadhani,
2019). Tindak pidana ITE secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Dalam
pasal-pasalnya, diatur berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penyebaran

konten pornografi. Namun, pendekatan normatif ini seringkali belum menjangkau



kompleksitas kejahatan digital karena perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Salah satu persoalan utama dalam penerapan hukum ini adalah bagaimana
mengumpulkan dan memverifikasi bukti digital yang seringkali dihapus atau
diubah oleh pelaku. Selain itu, mekanisme pelaporan dari korban seringkali tidak
jelas, membuat korban enggan menempuh jalur hokum. Dari sisi teori viktimologi,
korban kejahatan digital, terutama pada kasus penyebaran konten pribadi,
mengalami kerugian yang kompleks: kerugian psikologis, sosial, dan bahkan
ekonomi. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami trauma mental,
tetapi juga kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh masyarakat, atau bahkan
mengalami penghakiman publik. Teori viktimologi menekankan pentingnya
pemulihan hak-hak korban, baik melalui proses hukum maupun pemulihan sosial
dan psikologis. Oleh karena itu, dalam konteks ITE, diperlukan pendekatan hukum
yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak
korban secara menyeluruh. Dalam hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar dari
setiap bentuk penghukuman. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum
tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks penyebaran konten pornografi
digital, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk perbuatan yang melanggar
privasi dan menyebarkan konten pribadi tanpa izin harus terakomodasi dalam

norma pidana. Selain itu, penting juga bagi sistem hukum untuk mampu



melakukan interpretasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak
tertinggal oleh modus kejahatan baru.3

Perkembangan masyarakat sekarang ini selain memiliki aspek-aspek
positif, seperti kemudahan-kemudahan karena adanya produkproduk elektronik
dan internet, juga membawa seperti sejumlah dampak negatif, sebagaimana
dikemukakan dalam bagian “menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa, “pembuatan, penyebarluasan, dan
penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang
mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Jadi, selain tindak
pidana (delik) yang merupakan pelanggaran seksual dalam KUHP, telah makin
berkembang bentuk-bentuk pelanggaran seksual yang berkenaan dengan
pornografi sehingga pmebentuk undang-undang Indonesia memandang perlu
diadakannya undang-undang yang khusus berkenaan dengan pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah membuat sejumlah ketentuan
pidana yang baru, antara lain Pasal 34 yang menentukan bahwa, “Setiap orang
yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

3 Putri Ramadhani Rangkut, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE dalam Kasus
Penyebaran Konten Pornografi Digital, Volume. 2, Nomor. 2 Juni 2025, Halaman 4-6

% Kensi Bresilia Uhing, Tindak Pidana Menjadi Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Menurut
Pasal 34 Undang-Undang Pornografi, Vol. 13 No. 3 (2025), halaman 1-2



‘wrejy eulem eIep [9gey yenq (mes)
[ UBp J979SI1DS IS JowoN
your (] UeIn JE0) BuUIEM
equyso], doyde1 yenq ( mes ) 7 -
‘ueqIoy 1syes epeday ueI[EqUIdNIP
unuyelA LN breq ue3uop ueqioy]
ISyeS eiejue uereolquiad ueweyal
1stueyIsioq Suedk qO yenq (mes ) [ -

:ednioq ‘1png Suereq uexdeloudy -

‘eAujeqelIel 8IS
JexIey ‘ueynpnpoy ‘uendwewioy w

B[Ep eAEPIO) ey ey UBYINWAIA

‘ueydeonip rur uesmnd
Ue[o}os BIOFOS BIOY URURYE) LIEp U

BYSBqaqIp BMIEPIS) UBYBIULISWIA

‘wnw) yunusJ ueemyep Lep mi

BUSIEY O[O0 BAMYEPID) UBSBGIqUIAIA

‘wnuwn
jmunue ueNemdepIp euewiedeqos
euepld epun ueymE[OW YE[BSIOq
ueyuIBAOW UBP UYBS BIBOAS 1)MNgd)

“ersauopu] yiqndoy Sundy yew
BYURIA ‘ueduniny uenq (e3n) ¢ Jerpt
sqns (yeidna eynf smer ewiy) 00°000°00
070054y Tesoqas epuap JeAequIdu Uep
ueyeIp BMYEPIOT,
ewees  1Sueanip  ue3uop  ue[nq
(wreua) 9 eweas erefuad euepid ueSuop
unuwyejy [LUnN breg emyepio] depeyx

01 eAueuarey ys[o euepid ueyynielusjy -

Suony

9T ISYesuel], Ue(] ISeuLIojuy Suejuo) g
00z unye], 1[ IowoN Suepun Suepun
(1) 1eke Gy Tesed "ol (1) 1eAe LT [eseq
Ie33uejow  wnu) JMUNUd{  BSYer
ugemyep euewedeqds UBB[ISNSIY
Ie33ueowr  Sued uejenW  DI[IUUSW
Sued wonyorg uownyo( heye/uep
NIUONNO[] IsewLIoju] eAusosyerp jedep
jenquIoW neje/uep  URNISIUSUBNUSW
neje/uep ueyIsnquysipuowr ey edue)
uep eleSuos ue3uop,, euepid yepun

uee[Isn
soy Je33uejow Suek ueje
AU BITiusw Juonyary
uswnyo(J Neje/uep o
IO ISeULIOJUl BAUSISY
e1p yedep jenquiow neje/
uep ueyISIUSUBIUOWNE)
B/UBp UBISNQLI)SIPUSUL]
ey vdue) uep ele3uos ue
uop 3ueio denes (] iu
OIP[OTH ISyesuel] ue(] !
sewIoju] Suejud) OO U

1Y | Yepn  ‘seje  Ip INQASId)  UNUMRIA ueyB[OW  Ue[esioq  UB UL BAOW nyeJ, [ JowoN 3uepun nurudyy
oenqul | unN breg emdepio], ueyelBAUSIA [ | UBP UBS BIBOIS I NQI0)  UNUNBIA Suepun (1) 1eAe Gf [esed NANSIVIN | 10g/snspid/s9g
wnjog I'TIAVONAIN [N breg emyeprol ueseieAusiy 1| ol (1) 3eke Lz [esed | TINN OIVd | JowoN uesmng I
ndr useyeq eAMYEBPII, uesnng
)| uesning eiewy uenjnjunJ, resed BUIBN JOWION ON

Jeagouwiod euepid Yepul] wepe( SLINg Xxapne uesning ue( Boe xopnpe uesnyng 1sdrnisaq
guejua I, uesning ‘[ [PqeL




werejel\ 11039N ueesyeloy] eped | uep eleSuos ue3uop,, euepid epun oJuf Suejua) g0 Unye[,
1Y | wnw JnunuaJ/Isese’y] uoyowo 1ep | ueynye[ow  ye[esioq  UeUDRAOW [T JowoN Suepupn 8107/SNS PId/
oenyur | 1seseyy  ueuoyowtad  uey[nqe3udjy | UBp UBS BIROAS IPNQIO) UNUNBIA Suepun (1) 1e4e Gy [esed NANJIVIA VLS
wnjog ITIAVONAIN [N breg emepiol ueyereAudly ‘1| ol (1) 1ede /7 qesed | TRINN OIVd | JowoN uesmng
‘{(yerdni smer ewr| nqu
enp) 00‘00S zdy Iesaqos eieyiad eAelq
IeAequiowt emyepIo [, Jede ueydejousy f
‘ueyyeusnWIp jyn
jun sedwelrp “[esnl ueepeay Weep 9
/80TTLL/Y0/0L8YSE TAINI 400650
‘eIe3oN 29poD) ‘QLS-INY 2dAL IoAIS weny
epedoy ereyiod eAe1q UBUBQOQUISIA "9 | BUIeM BION MIowW JH yenq (mes) | -
‘emyeplo) vrsouopu] yrqnday
epedoy ueyIRqUYIP Yesnl U Sun3y  yeweyyepN  ‘eAuwyiruad

vepeay] Weep 9/80C1LL/Y0/0L8YSE
THINI ‘Y400650 9pO)
‘QLS-INY 9dA L, J0A[IS WeNy eulem
BION Yorow JH yenq ( mes ) | -
“pd'IN ‘memiodaq yepuy H “eiq
epedoy ueNI[EqUIAYIP ‘gD T UD
- A YIow pied owdw yenq (njes) | -
808§ ‘yeuey ey
epedoy ueI[eqUIYIp ‘gD ¢ o101
[BUIIXQ/pIEd LIOWAW Yenq (nyes) | -
“Pd’S
‘uptlfeynjy  epedoy ueyIRqUIDYIP
‘wis mey enp odA) /€6%90050
/98L9SE WL ‘9/€6%900S0/S8LISE
Wl ‘ZI€ED-1D [9poN  dwey)
gunsweg orow JH yenq (mes) | -
UIMepn
wewy ey epedoy ueyieqUIOIP

epeday ueyIfeqUIdYIp Sulsew-Iulsew
‘gD 7 U9D-A IOW pIled LIOWOW
yenq (mes) [ uep ‘gD g OIOMWU
[BUISIX9/pIed LIoWdW yenq (myes)
[ ‘s nmuey enp odK) /¢64900S
0/98L9S€ TAINI ‘9/€6¥90050/S8LISE
THINI
‘TI€ED-1D 9o dwey) Sunsures
Yosow JH yenq (mes) | ‘weiny euiem
e1ep [oqey yenq (mes) [ H9T9S110S
110§ IOWON [oul (] ueIinyn jepod
eurem eqryso, doyde yenq (mes ) |
ueqioy] Isyes
eAuyIuuad  epedoy  ueiRqQUISYIP
unuyejN [UnN breg ue3uop ueqioy
IsyeS elejue uelediquiod uewENOl
1S1 ueyIsIaq 3uek qO yenq (myes ) [ -
:ednioq ‘myng Suereq ‘¢




1feg erejue uereolquad ueWENQX
ISI ueyIsLloq Suek @D yenq (myes)

I -: edniaoq 1nq Suereq ueydejousy

‘ueyme(ip Suek
eueprd wep eAuyningos ueyIuBINIP
BMYNEPI] YO0 Tue[elip  ye[a)

Sued ueueyeuod esew uedejousp ‘¢

‘ueng (e3n) ¢ eweEs ueguniny
eueprd  ueSuop  puedlp eyew
IeAeqIp epn ngasio) epudp euepid
eiqede  uenjuojoy ueSuop (yerdnx
el smer ewd]) (0°000°000°00Sdd
yejunfes  epuop  euepid  uep
uenq (weuo) 9 ewe[ds vieluod euepid
ueSuop MI BUJIEY [O[O BMNBPIA],
epedoy euepid

UBE[ISNSaY
Ie33ueowr Jued uerenw  II[ILUOW
Suek YIUoIo[e usSWINOp neje/uep NI
UOI[O[d ISeULIOful BAUSOSYEIp Jedep 3
BNQUIOW NEje/uep UeISTWSUBIUOW N
eje/UBp UBYISNqLysIpuow ey edue],,
euepid epun ueynde[oW ye[esIoq
UBNUI{BAOW UBP UBS BIBOOS I1NQId)
Seje 1p 1nQasio) NNNJMVIN TIRINN
OIvd  emyepio]  ueyelRAUSIN ‘|

TIIANAS I'TAVONTIN

“NQas191 L10T N[
97 [e33ue) NIN'NJ/LT10T/SNSPId/S9T
JowoN  welelely  1OSoN  Ue[Ip
e3usd uesnmng Uey[EIBqQUISJA INQISIS}

ueymelusy ‘g

‘TIEED-1D 19poN dwrey) Sunsureg
Yo1ow JH yenq (njes) | wely eurem
elep [oqey yenq (mes) [ “M9T9ST1DS
110§ JOWON [oul () ueImyn Jepyo)
eurem eqryso], doydeT yenq (mes ) | -
ueqIoy ISyeS
eAwyiruad  epedoy  ueyIRqUUANIP
unuyejy [UnN breg ueSuop ueqioy
ISYeS  eIejue uereorquiod uewWENOI
ISI uey[IsLIoq Suek (O yenq (mes ) | -

‘ednioq ‘myng Suereq ‘¢

rIsauopu] iqndoy Sundy yeweyy
BN ‘ueSuniny uernq (eSn) ¢ IeIpIsqns
(yerdna enl snjex
euwii]) 00°000°000°005dY Tesaqas epudp
ITeAequowl UEp UBRUE)P eMYEpPIdL
ewe[ds 1SueInyIp ue3uop  ue[nq
(weuo) 9 ewiejos erefuad euepid ue3usp
unuyelq (NN breg emyepio] depeyroy

eAUBUQIRY Uo[0 euepld ueyymeluon

S[1uox
PIO[H Isyesuel] ue ISewIoju] Juejus)

800¢
unye], [[ JowopN Suepun-3uepun
(1) ke ¢y qesed ol (1) 1eke LT
[esed JeSSue[ow wnw) yunuoJ esye[
ueemyep euewredeqds UBB[ISNSIY
Ie33ueowr  Sued uejenW  II[IWUSW
Sued ool uswmo neje/uep
NUOINO[ ISewIoju] eAusosyerp jedep
jenquiowl  neje/uep  UBYISIWSUBIUSW
neje/uep ueysnquusipuow ey edue)

uee[Isnsay Je33ueow
Suek uejenu D{IIUSW
Nuonerg — uewrnyo(q
neje/uep Nuonyo[q
ISeWIOJUl  BAUSISYBIP
jedep jenquiowr neje/uep
UBYISTWSUBI)USW
neje/uep UBYISNQLISIPUD
wey edue) uep eleduos
ue3uop 3ueio denos (]
uonya[g

ISyesuel] ue Iseul




‘{(yerdnr snyer ewiy nqu enp)
00°0057dy Iesagas 1sesey jex3un
weep eIeyIod eAelq JeAequiown
JMun Ingasid)  emyepo] epedoy]
UBUBQAQqUIS[N ‘BMYepId], epedoy

ueyI[equIaYIp ‘Yesnr  ueepeay
wepep 9/80TTLL/Y0/0L8YSE
THINT ‘02650 opoD

‘QLS-INY 2dAL IOATIS wely eurem
eJON Yorow JH yenq (mes) |

“Pd'IN ‘memrodoq
yepu] ‘[H "ei epedasy uesIequIayIp
‘gD 7 UdD-A oIow pIed LIOWdU
yenq (njes) [ --sog'S ‘yeuey iley
epedoy] ueyIequIIp ‘gD g 011
[BUI0)X9/pIed LIowow yenq (nyes) |

“pd’S ‘wptieyniy
epedoy ueyI[eqUISYIP ‘wis
muey enp od4} $/€6+90050/98L9S€
AT ‘9/£6¥90050/S8L9S€ TAINI
‘T1E€€D-1D 1opoN durey) Sunswreg
Yosow JH yenq (myes) [ -BIsauopuy
yiqndoy 3un3y Jeweye
‘urmepnjy  wewy ey epedoy
ueyI[eqUIAYIp ‘WeNY eulem elep
[oqey yenq (mes) [ Uep 9z9S110S
119G JOWION [Oul ()] ueInyn je[30d
eurem BQIYsO ], dojdeT yenq (mes) |

‘wsniAl ey epedoy ueyequIIp
‘unwe [HUnN breg ue3usp wisny

‘(yerdni snjes ewil] nqLl enp)
00°005'7dy JIeseqos ererod eAeiq 1
eARqUIOW BMYEPIQ], JeSe ueydeioudy ¢
“ueyyRUSNUWIP
ynjun sedweIrp “yesni ueepeay weep
9/80TILL/Y0/0L8YSE TANT “FA0D650
PpoD ‘BLS-INY 2dAL I0A[IS weNHy
BUIBM BIJON MIow JH yenq (mes ) | -
e1sauopu] yiqndoy Sundy y
e UBIN ‘eAwIIuad epedoy ueyie
quioyIp Suisew Juisew ‘g 7 Uan A
SIow pIed LIOWOW
yenq (myes) [ uep ‘gn ¢ oOJomU
[euIdIXO/pIed Lowow yenq (nyes) -
‘wrs muey| enp odA) 4/€679005
0/98L9S€ TAINI 9/€6¥90050/S8LISE
THINI




0]

|
Jenu]

¢{(qerdni snyex

ewl| nqu enp) (0‘00s ¢dy Iesaqos
Iequiey  ueneluruad  ueesyLowWRd
eped eieyzod eAelq JeAequiow ynjun
eueprdio],
‘nye[10q deyo) Jnqosioy

I[equioy uenefwrudd  ueUOYOWIP

SueA uesmnd emyeq ueydejousy ‘g

nQqosId) UNUNeIN
junN  breg  eueprdioy /equay
ueneluruod uoyowoq LB I[eqUIdY
ueneluruod  ueuoyowtod  B[OUSIA ||
I'TTAVONHTIN

epedoy  ueUBQIqUISIA "¢

[oqey yenq (mes) [ uep 9795110S
LI9S JOWON] [oul ()] ueInyn je[yo)

eurem eqruso], doide[ yenq (n3es) 1 -
‘wsniq 1y epedoy uexequiayIp
[anN breq ueSuop wisnjy
1fey erejue ueredrquiod ueWEN QI
ISI ueyIsLaq Suek 0D yenq (nyes) | -
ednioq 13[nq Suereq ueydelous 4
‘ueyymelip Suek
euepld Lep eAuynnos ueIueInyIp
eMYEPI, O[O Iuelelip yejo)
SueA ueueyeuad esew uexdejousy "¢
‘uernq (e3n) ¢ eweles
ueguniny euepld ue3uop nue3Ip BYEW
TeAeqip Yepn Inqosio) epudp euepid
eliqede  uemuoley ue3uop  yeidna
(el smer ewt)) (0°000°000°0059d
yewnfos epuop euepid uep uenq
(weus) 9 eweros erefuad eueprd uedu
op M1 BUAIEY O[O UNUNBA [N breg
emyep1a], epedoy euepid ueyniefus|y g
f ueeisnsay
Ie33ue[ow 3ueA ueyenw I1
wow Suek YIUOL O[O USWN{OP Neje/ue
P YTUOI Qo ISeuLIOJUl BAUSISeIp jede
P Jenquidtl neje/uep ULNISIUSUBLUI
neje/uep ueyIsnqLysipuaw yey eduey,,
euepid Yepun
ueyNE[OW  ye[esIoq  UeULeAow
uep Yes eIedds 15[nqlo) seje Ip Jnqosio}
unuwyeN
[nN  breg emyepiol  ueyejeAUSN |

uee[Isnsoy Je33ue[ow
Suek ueyenw DLW
NIUOIA[H uswnyoq
neje/uep yUONyS[Y
ISBWLIOJUI BAUSISYBIP
jedep jenquiow neje,/uep
UBYISTWSUBI)UOW
neje/uep
ueyIsnqLySIpusuIyey
edue) uep ele3uos
ue3uop Fueio denes (]
uonya[g

ISYeSUeL], UB(] ISBUWLIOJU]
Sueua) 00T UNYeL, 1
JowopN Suepun Suepup)
(1) yeke Gy [esed

ol (1) 1eAe /T [esed

NOANIIVIA
TREINN OIvVd

610¢/SnS"PId/Ald

€8
IowoN uesmng




1T

‘(yerdna
STl ewI] nqLI enp) 00005 ¢4y
Tesaqos Isesey| jex3ur) wepep erextod
eA®Iq JeABqUOW JNun JNqosIo)
emyepIo ], epedoy ueURqIqUISA
‘emyepIa],
epedoy] ueyIEqUIAYIP esnI
ueepeay Weyep 9/80CILL/Y0/0L8YSE
W ‘402650 APOD
‘9/ G-I 2dn I0A[IS wreiy eurem
eDJON Yorowr JH yenq (mes) |
“pd’IN ‘nemioda yepul ‘[H
"e1(J epedoy ueyI[equINIp gD T UeD
- A Jouw pied Lowdw yenq (njes ) |
sog“g ‘yeuey 1leq
epedoy ueyIequIIP go ¢ o101
[euI9)S9/pIed LIowaw yenq ( mes ) |
‘Pd’S ‘uiptleyny
1fey epedoy uexIequIIP WIS
muey enp odn 4/€6£90050/98L95€
1wy ‘9/€6¥90050/S8LISE

oW ‘z1€€D- 1O [opouwr duwrey)
Sunsures ya1ow JH yenq (nyes) |

eIsouopujp
yiqndoy Sun3y yeweyeA
‘urmepnjy wew] ey epedoy
UBI[eqUUIONIP WEIIY BUIEM BIep




Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan Judul “DESKRIPSI PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS
DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”

2. RUMUSAN MASALAH
1. Mengapa putusan judex facti menjatuhkan putusan bebas ?
2. Mengapa putusan judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan ?
3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui alasan putusan judex facti menjatuhkan putusan bebas.
b.Untuk mengetahui alasan putusan judex juris menjatuhkan putusan
pemidananaan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan
kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan
akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam
hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pengaturan hukum terkait
Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim untuk orang-orang yang melakukan

tindak Informasi Transaksi elektronik (ITE).
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b. Kegunaan praktis

1)

2)

3)

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan
referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana
dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum,
khususnya dibidang hukum Pidana.

Hasil penilitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber
informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang mebutuhakan sebagai
bahan refenesi tentang Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim terhadap
orang-orang yang melakukan kejehatan tentang informasi transaksi
elektronik.

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang
ilmu hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam
penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha

Wacana Kupang.
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4. KEASLIAN STUDI KASUS HUKUM

a. Nama
Nim
Judul

Rumusan

Masalah

b. Nama
Nim
Judul
Rumusan

Masalah

c. Nama
Nim
Judul

: Jemi Liufeto

120310123

: Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penyebaran video
pornografi

1.Apa factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
penyebaran video porno?

2.Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana penyebaran video
porno

3.Bagaimana akibat hokum yang terjadinya tindak pidana
terhadap pelaku dan korban

: Febe Trivena Liu

: 19310177

: Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pornografi

1. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
pornografi?

2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pornografi

3.Bagaimana akibat hokum tindak pidana pornografi terhadap
pelaku dan korban

: Thefilus D.K. La’a

: 01310109

: Suatu tinjauan kriminologis tentang penyebab terjadinya
tindak pidana penyebarluasan pornografi dengan mengunakan
telepon (Hp) di wilaya hokum pengadilan Negeri kelas 1 A,
Kupang
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Rumusan

Masalah

. Nama

Nim
Judul

Rumusan
Masalah
Nama
Nim
Judul

Rumusan

Masalah

1.Faktor — faktor penyebab terjadinya penyebarluasan
pornografi dengan mengunakan telepon seluler (Hp) di
wilayah hokum pengadilan Negeri kelas I A, Kupang?

: George Fanggidae

: 09310121

: Peran kepolisian dalam mencegah maraknya perederan filem
porno dikalangan remaja pelajar

1. Bagaimana peran kepolisisan mencegah dampak penyebaran
video porno di kalangan remaja pelajar di kota kupang?

: Edward Abraham Djami

: 18310121

: Analisis motif modus dan akibat hokum pelaku tindak pidana
pengancaman mendestribusikan video atau foto porno melalui
media sosial?

I.Apa  motif pelaku tindak pidana  pengancaman
mendestribusikan video atau foto porno melalui media sosial
2.Bagaimana motif pelaku tindak pidana pengancaman
mendestribusikan video atau foto porno melalui media sosial
3.Bagaimana akibat hokum dan pidana pengancaman

mendestribusikan video atau foto porno melalui media sosial
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5. METODE PENELITIAN
a. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat
Deskriptif, di artikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta
menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat
menganalisisnya. Oleh karena itu, yang hendak dideskripsikan adalah alasan
judex facti menjatuhkan putusan bebas dan alasan judex juris menjatuhkan
putusan pemidanaan .
b. Jenis Penelitian
Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normatif. Penelitian
Normatif adalah penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau bahan skunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hokum
Normatif ini terdiri dari azas azas hokum, penelitian terhadap sistematika
hokum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
c¢. Variabel penelitian
Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang,
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, penelitian ini
mempunyai dua variable yaitu:
1) Variabel Bebas (independent variable)
Variabel bebas adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel

lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan putusan judex facti
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menjatukan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan
alasan judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana pornografi

2) Variabel Terikat (dependent variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh, keberadaannya
dipengaruhi variabel bebas. Variabel terkat dalam penelitian ini adalah:
Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

d. Jenis Sumber Data
Jenis data ditemukan oleh sumbernya alam penelitian hokum normatif.
Data utamanya adalah data skunder, data skunder adalah data yang diperoleh
dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi,
bubu yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk
laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang undang. Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji membagi data skunder kedalam tiga bahan hokum
yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. bahan-
bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,
peraturan perundang undang, traktat dan putusan-putusan hakim dan

lainnya’

3 Prof. Dr Soerjono Soekanto, S.H.,M.A & Sri Mamudji, S.H.,M.L.L, Penelitian hokum Normatif studi
tinjauan sinkat, Depok Rja Wali Pers, 2019, halaman 12
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a. Undang-Undang
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elktronik (ITE) No. 11
Tahun 2008 dan perubahan pertama menjadi Undang-Undang No. 19
Tahun 2016
4) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008
b. Putusan Pengadilan
1)Putusan Nomor 265/Pid.sus/2017/PN.Mtr
2)Putusan Nomor 574 K/Pid.sus/2018
3)Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019
2. Bahan Hukum Skunder
Bahan hukum skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti perancangan perundang undang, hasil hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti

kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif’.é

¢ Ibid halaman 13
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e. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penulian ini mengunakan studi
dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suau alat
pengumpulan data yang melakukan melalui data tertulis yang mengunakan
bhan analisis, data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.
f. Analisis Data
Sunber data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun
bahan hukum skunder diolah secara kualitatif, dengan mengunakan metode
analisis data deskriptif kualitatif, penelitian deskriftif kualitatif adalah sala satu
dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian
deskriptif merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti
menyelediki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta
seorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka,
informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi

deskriptif.’

" Rusandi, Muhammad merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus, halaman 2
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